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BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 37 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN

Menimbang

Mengingat

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG,

bahwa Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan
Administrasi kependudukan di Kabupaten Bandung telah diatur dan
ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2010
Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Bandung;

bahwa sehubungan dengan program SIAK belum dapat dilaksanakan
sepenuhnya serta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan administrasi
Kependudukan di Kabupaten Bandung, penandatanganan KTP dan KK
harus oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil maka
ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali dan
disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan Di Kabupaten Bandung;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan -
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian

" (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4634);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4674);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);
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(V)

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomecr 80,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonésia Nomor
4736);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 22007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4768);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang
Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Kartu Tanda Penduduk dan
Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2000 tentang
Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam
Penegakan Peraturan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang
Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu
Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil;

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang
Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2004 Nomor 29 Seri D); '
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Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung
{Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 1);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Nomer 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan Di Kabupaten Bandung . (Berita Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2010 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN
BANDUNG.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 5) yang ditetapkan pada tanggal 26 Februari 2010, diubah

sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab II, Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Bagian Keempat, Penerbitan Kartu
Tanda Penduduk (KTP), Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pasal 9

Prosedur dan tata cara penerbitan KTP adalah sebagai berikut:

1. Bagi 10_(sepuluh) Kecamatan Percontohan vyaitu Kecamatan Soreang, Katapang,
Kutawarmgln, Cangkuang, Margahayu, Margaasih, Baleendah, Banjaran, Pameungpeuk dan
Cimaung, yang telah melaksanakan program SIAK (Slstem Informasi Administrasi
Kependudukan), menggunakan mekanisme sebagai berikut:

a. pemohon meminta Surat Pengantar dari RT/RW;

b. pemohon menyampaikan Surat Pengantar ke Desa/Kelurahan dengan melamplrkan
persyaratan yang dibutuhkan;

c.  pemohon mengisi formulir permohonan KTP (F-1.07);
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d. petugas di Desa/Kelurahan menerima dan meneliti kelengkapan berkas persyaratan
dan mencatatnya dalam Buku Harian Peristiwa Penting dan Kependudukan (BHPPK)
dan Buku Induk Penduduk (BIP);

e. pemohon atau petugas Desa/Kelurahan menyerahkan formulir yang telah diisi dan’
dilampiri persyaratan ke Kecamatan; :

f. petugas di Kecamatan menerima dan meneliti kelengkapan berkas persyaratan dan
mencatatnya dalam Buku Harian Peristiwa Penting dan Kependudukan (BHPPK) dan
Buku Induk Penduduk (BIP);

g. petugas pendaftaran penduduk tingkat Kecamatan menerbitkan Kartu Tanda Penduduk
(KTP); - ~

h. petugas Kecamatan yang telah diberi Surat Perintah (SP) oleh Camat menyampaikan
KTP kepada Instansi Pelaksana berikut kelengkapan berkas persyaratan serta Surat
Pengantar yang ditandatangani oleh Camat atau Kepala Seksi Pemerintahan yang
memuat daftar nama-nama pemohon KTP sesuai dengan format yang tercantum dalam
Lampiran Peraturan ini;

i. Petugas pendaftaran penduduk pada Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan

validasi KTP, kemudian di paraf oleh pejabat teknis pada Bidang Pendaftaran

Penduduk, selanjutnya di tandatangani oleh kepala Instansi Pelaksana; i

KTP yang telah ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana, selanjutnya diambil

oleh Petugas Kecamatan untuk diserahkan kepada pemohon; dan -

k. Penyelesaian penerbitan dan penandatanganan KTP adalah paling lambat selama 14
(empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap oleh
petugas Kecamatan;

ki

Dalam rangka menjamin efektivitas dan efisiensi pelayanan KTP pada kecamatan-
kecamatan tertentu yaitu bagi 21 (dua puluh satu) Kecamatan antara lain Kecamatan
Cileunyi, Cilengkrang, Cimenyan, Rancaekek, Paseh, Nagreg, Cicalengka, Majalaya, Pacet,
Ciparay, Arjasari, Kertasari, Pangalengan, Rancabali, Ciwidey, Bojongsoang, Dayeuhkolot,
Solokanjeruk, Ibun, Cikancung dan Pasirjambu yang belum melaksanakan program SIAK
(Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dapat diatur lebih lanjut mengenai
mekanisme dan teknis administrasi pelayanan KTP dengan menghubungkan kondisi
geografis, luar wilayah, jangkauan pelayanan serta kesiapan program SIAK baik di tingkat
Kecamatan maupun tingkat Kabupaten sebagai berikut: i

)

a. pemohon meminta Surat Pengantar dari RT/RW;

b. pemohon menyampaikan Surat Pengantar ke Desa/Kelurahan dengan melampirkan
persyaratan yang dibutuhkan;

c. pemohon mengisi formulir permohonan KTP (F-1.07);

d. petugas di Desa/Kelurahan menerima dan meneliti kelengkapan berkas persyaratan
dan mencatatnya dalam Buku Harian Peristiwa Penting dan Kependudukan (BHPPK)
dan Buku Induk Penduduk (BIP);

¢ pemohon atau petugas Desa/Kelurahan menyerahkan formulir yang telah diisi dan
dilampiri persyaratan ke Kecamatan;

f. petugas di Kecamatan menerima dan meneliti kelengkapan berkas persyaratan dan
mencatatnya dalam Buku Harian Peristiwa Penting dan Kependudukan (BHPPK) dan
Buku Induk Penduduk (BIP);

g. Petugas Pendaftaran Penduduk di Kecamatan menerbitkan Kartu Tanda Penduduk
yang telah ditandatangani oleh Kepala Instansi pelaksana secara scanner;
Dalam setiap KTP yang telah dicetak Camat memaraf;

Selambat-lambatnya setiap akhir bulan, Camat menyampaikan laporan atas pelayanan
dan pencetakan KTP kepada Kepala Instansi Pelaksana yang dituangkan dalam Berita
Acara.

2. Ketentuan Bab VII, Ketentuan Peralihan, Pasal 86 diubah sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai
berikut :
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BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka:

1. Dalam hal program SIAK belum dapat diaplikasikan di tingkat kecamatan maupun tingkat
kabupaten, maka penyelenggaraan pelayanan pendaftaran Penduduk di kecamatan-
kecamatan tersebut dapat menggunakan aplikasi program yang ada, dengan ketentuan
prosedur, mekanisme, besaran retribusi dan denda administratif berpedoman kepada
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung.

2. Pengalihan proses penandatanganan KTP dan KK dari Camat kepada Kepala Instansi
Pelaksana, dilaksanakan sebagai berikut:

a. Penandatanganan KTP dan KK sejak tanggal 14 Maret 2011 dilaksanakan oleh Kepala
Instansi Pelaksana.

b. Bagi KTP dan KK yang telah ditandatangani oleh para camat sampai dengan tanggal 1
April 2011, dinyatakan masih berlaku.
3. Diantara Pasal 89 dengan_Pasal 90 disisipkan Pasal 89a yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 89
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka ketentuan-ketentuan lain sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Petunjuk
Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Bandung, dinyatakan masih tetap berlaku.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupatl ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. -

~ Ditetapkan di Soreana

Bupati Bandung

A -

Dlundangkan di Soreang | L e

_________

Sekertaris Daerah £
Kabupaten Bandung 5l



